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Pengertian Problematika Istilah

Kamus r Bahasa Indonesia, (Jakarta : Bulan
ntang, 2002), hal. 276 dalam
http://w®w.sarjanaku.com/2013/04/ pengertian-
problematika- definisi-menurut.,

diakses 20-11-2017)



http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut
http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut




2. Sebuah bidang hukum baru di Indonesia yang
perkembangannya berhubungan dengan ide,
sejarah dan praktek perlindungan hukum dan
kebijakan A ust (Amerika Serikat), Competition
(Eropa), sertt@®odel hukum persaingan usaha yang
dikembangkai@oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

' ferenceé on Trade and

n difumuskan berkat

dari Jerman (Shidarta,

bantuan nsult

Catatan m Persaingan Usaha,
http://busingsslaW.binu id/2013/01/#@/catatan
seputar-hulfum-pdrsaingan ha/, | , 20, 2013,

diakses, 02 mei 2014, pukul 14.27 WIB)




3 Hukum persaingan usaha merupakan bagian dari
hukum ekonomi yang memiliki dimensi baik hukum
publik dan hukum perdata (privat). memiliki dimensi
bidang hukum tata negara (lembaga dan instansi
resmi, pusat dan daerah seperti eksistensi
Departemen dan Dinas Permdustrlan dan
Perdaganganssmgan eksistensi | Pengawas

Persaingz hukum Si negara
(pelaksa an kelembag: ut); bidang
hukum pe seperti eksiste ¥E€rjanjian dan

kontrak di dalam kasuuSsSsEERersaingan usaha); dan
ada bidang pidananya (sanksi pidana dalam Undang-
Undang No. 5 tahun 1999)
(http://akbarsaiful.wordpress.com/2011/07/22/keduduka

n-hukum-persaingan-usaha-dalam-sistem-hukum-
Indonesia/, diakses 29-12-2015, pukul 12.36 pm.
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Per Se lllegal
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Komisi Pengawas Persaingan Usaha

UU No.5/1999

Mangro Azeh Daruesalam
B =
E - .
b

Mengawasi & menegakkan
UU No.5/1999 di Seluruh
Wilayah Indonesia

ditha.wiradiputra@ui.edu



KPPU : “state auxiliary organ” (organ
lembaga negara yang dibentuk diluar
konstitusi) yang sering juga disebut
dengan lembaga

independen semu negara (quasi)

(Budi L. Kagramanto, “Implementasi UU
No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU”, Jurnal limu
Hukum Yustisia 2007: p.2.)




Revisi Hukum Anti Monopoli Dalam Keputusan
DPR Nomor 06 A/DPR RI/11/2014-2015
Tentang Proglegnas 2015-2019 Dan Proglegnas
RUU Prioritas 2015
(urutan nomor 87 dari 160 menjadi urutan 20
dari 37 prioritas tahun 2015)




Sistematika Undang-undang No.5 tahun 1999 terdiri dari 11
bab dan 53 pasal :

Bab | : Ketentuan Umum (pasal 1)

Bab Il : Asas dan Tujuan (pasal 2 — pasal 3)

Bab Ill : Perjanjian Yang Dilarang (pasal 4 sampai pasal 16)
Bab IV : Kegiatan Yang Dilarang ( pasal 17 sampai pasal 23 )
Bab V : Posisi Dominan ( pasal 25 sampai pasal 29 )

Bab VI : Komisi Pengawas Persaing asal 30
sampai pasal 37 )

Bab VIl : Tata Cara Penanganan P
pasal 46 ) -

Bab VIII : Sanksi ( pasal 4658 s
Bab IX : Ketentuan Laii Qg&a .

sampai

=
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Bab X : Ketentuan Peiﬁ!ﬁh f;f:i:&;

Bab XI : Ketentuan Pentittp~
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Dengan perumus:
mudah dimengerti aka

memudahkan
penerapan hukﬁéégra efektif

=




beberapa definisi yang tidak jelas
dan saling bertentangan seperti
Pasal 4,5, 15 ayat 2, Pasal 1 pada
umumnya

=



PASAL YANG TUMPANG TINDIH DAN
RLEBIHAN ; Pasal 5, 7 dan 20

'''''''''




berbeda
dimana

ubstansi dari Pasal

ur oleh Pasal 5, mal |



KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum
khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun
KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus
persaingan usaha. Dengan demikian KPPU
tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik
pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU
lebih merupakan lembaga administrative
karena kewenangan yang melekat padanya
adalah kewenangan administratif, sehingga
sanksi yang dijatuhkan merupakan
sanksi administratif.
Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif
_ada pada KPPU ]




* BERTENTANGAN DENGAN
UU LAIN TENTANG MERGER :

- UU NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PT : PRE
NOTIFICATION MERGER

- SEDANG PASAL 29 UU

iy -

NOMOR 5 TAHUN 1999 POST. it

NOTIFICATION MERGER - |




e Polemik
seputar
sanksi denda
dan ganti rugi |
vang kerap |
dikenakan
Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha (KPPU)




POINT BARU
DARI RUU



angka 4 RUU menjadi :“Pelaku usaha adome
gan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
ukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
an kegiatan baik di dalam ataupun di luar wilayah hukum

blik Indonesia

aha di bidang




Pasal lain yang akan diperbaiki adalah mengenai notifikasi pra-merger
atau akusisi. Sebelumnya, pengaturan tentang notifikasi ini diatur
dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan ini
mengatur bahwa penggabungan atau pe ebgrah adan usaha atau
pengambilalihan saham vyang berakibat nilai aset atau nilai
penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada
Komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan,
peleburan dan pengambilalihan tersebut.

Dalam RUU Anti Praktik Monopoli, ketentuan ini diatur dalam Pasal 31
ayat (1) RUU Anti Prakti i yang bunyinya: “Penggabungan
atau  peleburan badan pengambilalihan  saham,
pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan yang
berakibat nilai aset atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu,
wajib diberitahukan kepada KPPU sebelum penggabungan atau
peleburan badan usaha, pengampfh.-sgham, pengambilalihan
aset atau pembentukesmsstisaha patungan berlaku efektif secara
yuridis.”




(/ Pelaku Usaha \
Usulkan 11 Poin

Terkait Rencana
Perubahan




Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),
Sutrisno lwantono







JALAN-JALAN KETANAH DELI,
DISANA BANYAK BUAH RAMBUTAN,

SUNGGUH TERIMA KASIH SEKALI,
PAR DIRIN TELAH MEMBERIKAN

PERHAGELQ\_-_i= ——
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